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Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris beda 
agama dengan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui 
pertimbangan hakim mengenai wasiat wajibah untuk memutus Perkara Nomor: 
2/Pdt. G/2011/PA.Kbj. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif 
dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data terdiri dari 
data primer yaitu wawancara, sedangkan data sekunder adalah kepustakaan 
kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kedudukan ahli waris beda agama dalam Hukum Waris 
Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-
muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep maqashid al-
syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk 
memelihara harta dan keturunan. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan 
pembagian harta waris pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui 
wasiat wajibah yang intinya menyatakan bahwa ahli waris yang beragama bukan 
Islam tetap bisa mendapat harta yang bagiannya sama dengan bagian anak 
perempuan sebagian ahli waris. 
 
Kata kunci: harta waris, ahli waris, wasiat wajibah 
 
ABSTRACT 
The purpose of this paper is to determine the position of heir to the heir of 
different religions in the Compilation of Islamic Law and to know the judges 
regarding the consideration was borrowed to decide Case Number: 2/Pdt.G/2011/ 
PA.Kbj. The method used is normative with descriptive analytical research 
specifications. The types and sources of data consist of primary data that 
interview, while secondary data is literature and analyzed using qualitative 
analysis. The results showed that the position of the heirs of different religions in 
the Inheritance Law Islam does not recognize the existence of the heir to the 
person of a different religion (non-Muslim), for the purpose of inheritance itself 
according to the concept of maqasid al-shariah (the purpose of the revelation of 
Islamic law) operationally is to maintaining wealth and offspring. Basic 
consideration of the judge in determining the division of inheritance heir to the 
heir Muslims non-Muslims through was borrowed, which stated that the heirs who 
are not Muslims can still get the same share of the property with girls section 
partly heir. 
 




Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena 
pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan 
bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana 
berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada 
waktu ia meniggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.
1
 Berdasarkan 
penelusuran yang dilakukan hukumonline, kewarisan menempati posisi nomor dua 
buku tahunan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) hampir setiap edisi terbitan 
dari tahun pertahun mengutip putusan perkara waris. Hal tersebut menunjukan 
pentingnya masalah waris mendapat perhatian. Hukum kewarisan Islam pada 
dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini.  Dasar pokok dari 
semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an 
dan As-Sunnah kemudian yang diterapkan di dalam masyarakat seperti peraturan 
Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, sumber utama terdapat 
dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa’ 
(4):11. 
Surat tersebut menjelaskan secara rinci tentang sebagian ahli waris yang 
berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, saudara) 
dan menjelaskan syarat-syarat serta orang yang berhak mendapatkan warisan.   
Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia selain dalam Al-
Qur’an dan As-Sunnah serta hadist waris juga di atur dalam Buku II Kompilasi 
Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 tahun 1991 menentukan bahwa 
hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta 
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peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda 
yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Harta waris adalah harta bawaan 
ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris 
selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), 
pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
2
 
Salah satu pembahasan dalam ilmu waris adalah pembahasan tentang 
penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima 
warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan kemerdekaan 
budak. Penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama antara 
pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi 
harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi 
merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk 
mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.
3
  
Salah satu hadits yang merupakan salah satu dasar para ulama dalam 
menetapkan kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau 
istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah bukan merupakan ahli 
waris. Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus 
beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak 
adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, 
tetapi pada praktiknya masih ada putusan hakim yang memberikan hak waris 
kepada seorang ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Hal ini 
sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj, yang 
memberikan hak waris kepada anak yang berbeda agama (non-muslim). 
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Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui kedudukan 
ahli waris beda agama dengan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim mengenai wasiat wajibah untuk memutus 
perkara Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj. 
Perumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:  
(1) bagaimana kedudukan ahli waris yang beda agama dengan pewaris dalam 
Kompilasi Hukum Islam, dan (2) bagaimana pertimbangan hakim mengenai 
wasiat wajibah untuk memutus perkara Nomor : 2/Pdt.G/2011/PA.Kbj. Adapun 
tujuan yang penulis ambil yaitu (1) untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang 
beda agama dengan pewaris dalam Kompilasi Hukum Islam, dan (2) untuk 
mengetahui pertimbangan hakim mengenai wasiat wajibah untuk memutus 




Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan 
spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan sumber data terdiri dari data 
primer yaitu wawancara, sedangkan data sekunder adalah kepustakaan kemudian 
dianalisis menggunakan analisis kualitatif.  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Hukum Waris Islam pada 
Putusan Nomor : 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj 
 
Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur 
dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik 
laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga 
menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia 
kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan 
antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Al-Qur’an menjelaskan dan 
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merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa 
mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan 
sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, 
suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau 
seibu. 
Oleh karena itu, Al-Qur’an merupakan acuan utama hukum dan penentuan 
pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits 
Rasulullah SAW. dan ijma’ para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa 
dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur’an yang merinci suatu 
hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan 
kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan 
AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik 
bagi individu maupun kelompok masyarakat. 
Istilah ahli waris ini berarti orang yang berhak menerima pusaka 
(peninggalan) orang yang telah meninggal. Sedangkan warisan berarti harta 
peninggalan, pusaka, dan surat wasiat. Pewaris adalah orang yang memberi 
pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta 
kekayaan, pusaka, maupun surat wasiat.  
Mayoritas ulama mengajukan alasan, apabila yang menjadi ketentuan hak 
mewarisi adalah saat pembagian warisan, tentu akan muncul perbedaan pendapat 
tentang mengawalkan atau mengakhirkan pembagian warisan.
4
 Mengenai orang 
murtad orang yang keluar dari agama Islam, para ulama memandang mereka 
mempunyai kedudukan hukum tersendiri. Hal ini karena orang murtad dipandang 
telah memutuskan tali (shilah) syari'ah dan melakukan kejahatan agama. Karena 
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itu, meskipun dalam isyarat Al-Qur'an bahwa mereka dikatagorikan sebagai orang 
kafir, para ulama menyatakan bahwa harta warisan orang murtad tidak diwarisi 
oleh siapa pun, termasuk ahli warisnya yang sama-sama murtad. Harta 
peninggalannya dimasukkan ke baitul-mal sebagai harta fai' atau rampasan, dan 
digunakan untuk kepentingan umum.
5
 
Kompilasi Hukum Islam telah mengatur secara jelas siapa saja yang 
dikelompokkan menjadi ahli waris. Hal tersebut terdapat dalam Kompilasi 
Hukum Islam Pasal 174 ayat (1). 
Mengenai pembahasan ini penulis ingin mengkaji mengenai kedudukan 
ahli waris non-muslim menurut Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi 
Hukum Islam mengenai kedudukan ahli waris telah diatur secara jelas dalam Pasal 
174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak menjadi 
ahli waris tersebut ada dua kriteria yaitu adanya hubungan darah yang meliputi 
anak laki-laki, perempuan, kakek, paman sedangkan menurut dari hubungan 
perkawinan yaitu duda atau janda, hal tersebut dikuatkan dengan ketentuan 
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c. 
Selanjutnya, dalam Kompilasi Hukum Islam yang tersirat dalam pasal 
diatas bahwa ahli waris tidak hanya yang memiliki hubungan darah ataupun 
perkawinan melainkan juga harus beragama muslim. Dapat dikatakan seseorang 
itu berkedudukan sebagai ahli waris ia harus memenuhi syarat yang ada pada 
Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang memiliki hubungan darah atau 
perkawinan serta harus beragama Islam. Lalu bagaimana jika seorang yang 
beragama Kristen (non-muslim) apakah kedudukannya sama seperti ahli waris 
non muslim.  
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Wasiat wajibah hanya diperuntukkan untuk anak angkat serta orangtua 
angkat dan bersarnya wasiat wajibah 1/3 dari harta orang tua angkatnya. Tetapi 
mengapa hakim menggunakan penafsiran bahwa kedudukan ahli waris non-
muslim itu bisa diganti dengan penetapan wasiat wajibah. Aturan yang ada pada 
Kompilasi Hukum Islam serta hadist itu sudah mengatur secara jelas bahkan tidak 
ada pengecualian untuk ahli waris non-muslim. 
Penulis menyimpulkan dengan melihat apa yang sudah ada dan sudah 
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta hadist di atas itu tidak dapat 
ditafsirkan dengan sendirinya karena seorang yang memiliki hubungan darah 
sekalipun atau memiliki hubungan perkawinan jika orang tersebut beragama non-
muslim kedudukannya tidak dapat menjadi ahli waris dari Muslim. Jadi ketika 
hakim memberikan ijtihad menyamakan kedudukannya yang diganti dengan 
penetapan wasiat wajibah tentu tidak dapat dibenarkan, karena Kompilasi Hukum 
Islam pun dalam Pasal 209 tentang wasiat wajibah juga tidak mengatur bahwa 
anak angkat kedudukannya sama dengan anak yang memiliki hubungan darah 
langsung dengan pewaris. 
Pendapat penulis dikuatkan juga dengan pendapat para ulama yang 
menegaskan bahwa orang murtad merupakan penggugur hak mewarisi, yakni 
orang yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan ijtihad para ulama, murtad 
termasuk dalam kategori perbedaan agama sehingga orang murtad tidak dapat 
mewarisi orang Islam. Bahkan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan 
Imam Muslim, tidak ada penafsiran lain bahwa orang muslim tidak mewariskan 
harta kepada orang kafir, demikian juga orang kafir, karena murtad artinya 
menjadi kafir, maka ketentuan tersebut sama, artinya tidak ada dalil lain yang 
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membenarkan orang murtad mewariskan harta kepada orang muslim, karena 
murtad itu sendiri adalah menjadi kafir.
6
 
Adapun jawaban dari Allah atas permohonan Nabi Nuh adalah sebagai 
berikut: “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, dan 
sesungguhnya janji Engkau adalah benar, dan Engkau adalah hakim seadil-
adilnya. Kemudian Allah berfirman: ”Hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah 
termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya 
perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu 
memohon kepadaku sesuatu yang tidak mengetahui hakekatnya. Sesungguhnya 
aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang 
tidak berpengetahuan”.7 Berdasarkan kutipan dari pembicaraan Allah SWT 
dengan Nabi Nuh A.S disimpulkan bahwa sebenarnya Allah SWT lah yang Maha 
mengetahui atas segala apa yang tidak diketahui manusia, sehingga walaupun 
seseorang tersebut memiliki hubungan darah, apabila tidak beriman kepada Allah 
SWT, maka Allah SWT tidak meridhai orang beriman tersebut untuk mendoakan 
atau memberikan harta serta pertolongannya kepada orang yang tidak beriman.  
Berdasarkan sejarah tersebut pula mencerminkan bahwa di dalam Hukum 
waris Islam tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama 
(non-muslim), karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep maqashid 
al-syariah (tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk 
memelihara harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan 
orang yang beragama non-muslim tidak dapat disamakan dan bahkan tidak dapat 
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mendapatkan harta warisan dari pewaris karena ahli waris yang berbeda agama 
mendapatkan warisan dari pewaris sudah bertentangan dengan tujuan  dari syariat 
sendiri yang ingin memelihara agama, memelihara jiwa, bahkan memelihara akal 
serta karena harta itu titipan dari Allah SWT yang harus dipelihara serta diajarkan 
oleh Allah SWT untuk digunakan demi kemaslahatan menusia yang beriman 
kepada Allah SWT. 
 
Pertimbangan Hakim Mengenai Wasiat Wajibah untuk Memutus Perkara 
Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj 
Salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam yang 
sangat kontemporer yaitu kewarisan beda agama. Di dalam Al-Qur’an tidak 
menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non-muslim, bukan hanya Al-Qur’an 
saja tetapi hadits tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli 
waris non-muslim, namun tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang 
sebaliknya. Seiring berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum 
kewarisan beda agama semakin marak. Salah satu faktor penyebabnya adalah 
ketidak setujuan ahli waris (non-muslim) terhadap pembagian harta yang dinilai 
tidak adil. Atas pertimbangan kasus inilah maka Pengadilan Agama bahkan 
Mahkamah Agung terdorong mengeluarkan putusan-putusan baru dalam hukum 
kewarisan beda agama. Namun, putusan Pengadilan Agama ataupun Mahkamah 
Agung dinilai tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam tentang 
kewarisan beda agama. 
Dasar-dasar pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah 
Agung khususnya ketika menetapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 
Nomor. 51K/AG/1999 yang memberikan hak ahli waris kepada ahli waris non-
10 
muslim dengan ajaran wasiat wajibah, serta relevansi wasiat wajibah terhadap 
realisasi kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral. 
Dengan demikian, mengenai pertimbangan Pengadilan Agama Kabanjahe yang 
memberikan wasiat wajibah atas dasar Yurisprudensi MARI Nomor: 
51K/GA/1999 kepada penggugat jika untuk memenuhi rasa keadilan seharusnya 
sudah tepat karena tujuan dimasukkannya suatu perkara ke dalam pengadilan 
yaitu untuk memenuhi rasa keadilan itu sendiri, yang dikarenakan di dalam 
pengadilan, seorang hakim dapat melakukan penemuan hukum dan tidak terfokus 
hanya pada undang-undang.  
Pertimbangan hakim untuk memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris 
non-muslim tersebut merupakan jalan alternatif yang bersifat kompromistis atau di 
dalam hukum Islam disebut dengan Ijbari. Maksud dari ijbari yaitu peralihan 
harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah tanpa tergantung 
kepada kehendak pewaris atau permintaan ahli warisnya, sehingga tidak ada 
kekuasaan manusia yang mengubahnya. Sehingga kasus perkara ini dapat disebut 
bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan menggunakan kajian sosiologis 
yang mempertimbangkan aspek psikologis dan norma yang hidup secara fiqh, 
maka dari itu diberikan jalur alternatif dengan memberikan wasiat kepada ahli 
waris non-muslim. Jika tidak diberikannya alternatif tersebut kemungkinan akan 
terjadinya kesenjangan antara ketentuan normatif yang bersifat ijbari, dan ahli 
waris non-muslim tidak akan menjadi ahli waris atau tidak mendapatkan warisan 
dari pewaris karena ada aspek hilangnya harta warisan disebabkan karena 
terhalangnya ahli waris. 
11 
Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pdt.G.2011/PA.Kbj jelas terlihat faktor 
penghalang perbedaan agama yang menjadi penghalang untuk menjadi ahli waris 
telah diabaikan melalui penetapan wasiat wajibah. Menurut penulis semestinya 
majelis hakim dalam memutus perkara tersebut tidak terjebak dan terbelenggu 
secara normative dan tekstual yang hanya berpacu dengan menggunakan 
yurisprudensi tetapi seharusnya hakim harus menggunakan apa yang sudah ada di 
dalam Al-Qur’an dan Hadist yang jelas tidak salah dalam menuju tataran dari 
aturan hukum kewarisan Islam. 
Argumentasi penulis diperkuat dengan salah satu jurnal yang berjudul 
“Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia” yang menyatakan 
bahwa: “Faktor agama sebagai penghalang bagi sesorang untuk mendapatkan 
warisan sendiri sudah merupakan kesepakatan sebagian ulama yang menyatakan 
bahwa ada 3 (tiga) hal yang dapat menghalangi untuk mewarisi, yaitu perbudakan, 
pembunuhan, dan perbedaan agama. Ketentuan ini dikuatkan melalui salah satu 
Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, dari 
Usahamah bin Zaid yang artinya adalah “tidak mewarisi seorang muslim terhadap 
non-muslim, demikian juga tidak mewarisi seorang non-muslim terhadap orang 
muslim”. Dari ketentuan tersebut, maka faktor agama merupakan salah satu 
penghalang bagi seorang ahli waris untuk mendapatkan.”8 
Berdasarkan Putusan Nomor: 2/Pdt.G.2011/PA.Kbj penulis mengangap 
adanya keberanian majelis hakim dalam memberikan pertimbangan dan 
mengabulkan gugatan penggugat. Namun dengan begitu penulis beranggapan 
                                                          
8
Destri Budi Nugraheni, Hanin Ilmani, dan Yulkaranain Harahab, 2010, “Pengaturan dan 
Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”,  Jurnal Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor, Juni 
2010, Hlm 311-329. 
12 
bahwa adanya perkembangan pemikiran hukum waris dalam putusannya 
mengikuti hukum yang berkembang di masyakarat. Kompilasi hukum Islam telah 
membawa perubahan dan pembaharuan hukum Islam yang di mana dalam perkara 
ini ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan dengan alternatif lain mampu 
mendapatkan wasiat wajibah yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam 
khususnya Pasal 209 yang di mana ahli waris yang terhalang mendapatkan 
warisan dikarenakan pertimbangan hakim menyamakan bahwa ahli waris non- 
muslim tersebut sama seperti anak angkat atau orangtua angkat yang dianggap 
karena terdahulu hidup bersama damai dan sejahtera. Karena pada dasarnya 
Indonesia bukan Negara Islam, maka hukum yang berlaku pun juga bukan Hukum 
Islam. Namun dilihat dari aspek social-eografisnya Indonesia adalah negara yang 
berbagai suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Faktor tersebutlah 
mengapa Indonesia tidak merupakan Negara Islam yang sepenuhnya tunduk pada 
aturan Hukum Islam walaupun tidak dipungkiri bahwa aturan yang berlaku di 
Indonesia dipengaruhi Hukum Islam. 
Selain dipengaruhi oleh hukum Islam, aturan yang ada di Indonesia di 
pengaruhi juga dengan adat dan hukum barat. Didalam hukum adat yang menjadi 
totok ukur adalah keseimbangan dan kemaslahatan umat, sehingga dalam perkara 
waris beda agama sejumlah hakim mengeluarkan putusan hukum dengan 
pertimbangan wasiat wajibah dengan alasan keadilan dan kemanusiaan, karena hal 
ini tidak akan dipungkiri oleh setiap umat. Namun penulis berpendapat apa yang 
sudah di putuskan hakim untuk memutus perkara tersebut sudah melenceng dari 
aturan hukum Islam karena menurut penulis masalah sengketa waris dengan 
13 
pewaris yang beragama muslim bagaimanapun juga harus tunduk dengan aturan 




Pertama, kedudukan Ahli Waris Beda Agama dalam Hukum Waris Islam 
pada Putusan Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj, di mana alam Hukum Waris Islam 
tidak mengenal adanya pewaris kepada orang yang berbeda agama (non-muslim), 
karena tujuan dari kewarisan itu sendiri menurut konsep maqashid al-syariah 
(tujuan diturunkannya syariat Islam) secara operasional adalah untuk memelihara 
harta dan keturunan. Hal ini yang menjadi alasan bahwa kedudukan hak anak non 
muslim atas warisan pewaris muslim diatur dalam Hukum Waris Islam yang 
berlaku di Indonesia yang menempatkan anak yang beragama lain dari agama 
yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh wasiat 
wajibah. 
Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta 
waris pewaris muslim kepada ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah 
dalam Putusan PA No. 2/Pdt/2011/PA-Kjb adalah digunakannya Yurisprudensi 
Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999 yang intinya menyatakan bahwa ahli 
waris yang beragama bukan Islam tetap bisa mendapat harta dari pewaris yang 
beragama Islam berdasarkan “Wasiat Wajibah” yang bagiannya sama dengan 
bagian anak perempuan sebagian ahli waris, sehingga anak non muslim berhak 




Pertama, Pengadilan Agama agar dalam memberikan putusan waris, tidak 
hanya menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan juga siapa yang 
berhak mendapatkan wasiat wajibah, tetapi juga menentukan besar bagian 
masing-masing ahli waris dan besar bagian berdasar wasiat wajibah. 
Kedua, pemerintah perlu melakukan revisi Kompilasi Hukum Islam, 
setidaknya memberi halaman dalam KHI tentang wasiat wajibah kepada saudara 
kandung non muslim. Karena, sejumlah Pengadilan Agama dan Pengadilan 
Tinggi Agama di tanah air seringkali menggunakan putusan Mahkamah Agung 










Ash Shiddieqy, T.M. Hasbi. 1997. Fiqh Mawaris. Semarang: PT. Pustaka Rizki 
Putra.  
Ash-Shiddieqy, Hasbi. 1978. Fiqhul Mawaris. Jakarta: Bulan Bintang.  
Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. 1991. Hukum-Hukum Fiqih Islam. Jakarta: Bulan 
Bintang.  
Bazhar, Ahmad Azhar. 1990. Hukum Waris Islam. Yogyakarta: Universitas Islam 
Indonesia. 
Daradjat, Zakiah. dkk. 1995. Ilmu Fiqh  Jilid 3. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 
15 
Habiburrahman. 2011. Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. 
Jakarta: Kencana.  
Maruzi, Muslich. 1981. Pokok-pokok Ilmu Waris. Semarang: Pustaka Amani.  
Rahman, Fatchur. 1981. Ilmu Waris. Bandung: PT Al-Ma’arif. Cet. Ke-2.  
Rofiq, A. 1998.  Hukum Islam di Indonesia cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 
Syarifuddin, Amir. 2008. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana.  
Tim Redaksi Fokus Media. 2014. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan 
Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media.  
 
Aturan Perundang-undangan 
Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 tahun 1991) 
 
Jurnal 
Destri Budi Nugraheni, Hanin Ilmani, dan Yulkaranain Harahab, 2010, 
“Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia”,  Jurnal 
Mimbar Hukum, Volume 22, Nomor, Juni 2010, Hlm 311-329. 
